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Optimalisasi Pengemhbangan Kampung Wisat
PEMERINTAH Kota Yogyakarta te- lokal dalam rangka meningkatkan potensi
ngah melibatkan Sekolah Vokasi Univer- Riza Multazam Luthfy lokal berdasarkan kepentingan masyara-
sitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengem- - oy kat. Langkah ini diambil agar kampung ti-
bangan kampung wisata. Beberapa dapat meningkatkan potensilokal. dak lagi menjadi objek program-program
akademisi yang tergabung dalam fakultas Lurah-merupakan kepanjangan tangan  pemerintah, melainkan juga subjek yang
tersebut diajak menggali sekaligus mene- ~dari Presiden Republik Indonesia dengan mampu mengurusgf urusannya sendiri.
mukan ciri khas dan karakter 18 kam- fungsi merealisasikan program-program  Pembangunan bercorak bottom up ini
pung wisata di Yogyakarta. Apa yang dila- pembangunan yang diinstruksikan dari buka k kinan untuk i
kukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ~atas. Dalam konteks inilah, optimalisasi pengangguran dan kemiskinan absolut di
cukup beralasan. Mengingat, sejak lama ~ fungsi lurah dalam upaya mengidenti- Indonesia.
potensi kampung wisata’di sana sangat . fikasi, mengembangkan, serta mempro- Dua Masalah
_beragam dengan keunikan dan keinda- mosikan kampung wisata kan Bagi Soedjatmoko, dua lah di atas
hannya. urgensinya. . merupakan bagian dari ikhtiar mewujud-
Pengembangan kampung wisata se-  Potensi kampung wisata di seluruh kan pembangunan bangsa yang bisa
jatinya merupakan amanah Undang- . menggerakkan perkembangan sosial,
undang Dasar Negara Republik politik dan ekonomi Indonesia ke arah
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI diferensisasi yang lebih besar. Hal ini
1945). Bila ditelisik secara mendalam, diperlukan dalam menyiapkan masya-
1gan k wisata mere- rakat Indonesia menjadi masyarakat
fleksikan konsep ekonomi kerakyatan modern, kuat, serta mandiri.
sebagaimana tercantum dalam konsti- Berdasarkan catatan historis, sebe-
tusi. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 narnya Pemerintah Hindia Belanda, be-
kan bahwa perek ian na- berapa Kabinet Republik Indonesia, ser-
sional disusun berdasarkan asas ta sejumlah partai politik pernah merea-
kekeluargaan. Ketentuan ini mem- o lisasikan transformasi sosial, meskipun
berikan pengertian bahwa sistem é’ dengan cara dan strategi yang berlain-
ekonomi di Indonesia mempunyai se- 2 an. Pada masa penjajahan Belanda,
mangat kolektivisme, bukan individu- 45 kek 1 kolonial justru jadi peng-
alisme liberal. & halang terbesar bagi terwujudnya trans-
Memulihkan Ekonomi & formasi yang bersifat struktural terse-
Dalam konteks kekinian, pengem- ¥ but. Atas dasar itulah, pola-pola trans-
bangan kampung wisata merupakan formasi sosial yang direncanakan tidak
bagian dari ikhtiar memulihkan dimaksudk untuk dalikan
ekonomi. Pengembangan kampung masyarakat. Melainkan untuk membu-
wisata sebisa mungkin diarahkan un- ka ruang bagi masyarakat dalam berak-
tuk mewujudkan percepatan pencapaian Indonesia bisa tergali secara maksimal de-  tyalisasi selaku agen perubahan. U-d
tujuan Sustainable Development Goals ngan mengagendakan transformasi sosial. *) Dr Riza Multazam Luthfy, Peneliti
(SDGs) di level kelurahan. Yang tak kalah ~Apa yang pernah ditulis oleh Soedjatmoko  pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi
penting, pengembangan kampung wisata saat-menggambarkan transformasi sosial (Puskolegis) Fakultas Syariah dan
merupakan langkah strategis kelurahan ~masyarakat Jawa mendapati rele- Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
dalam upsdya meminimalisir ancaman re- vansinya. Berdasarkan ~pandangan
sesi ekonomi global 2023. Soedjatmoko (2010: 131-132), transfor-
Pengembangan kampung wisata tak masi sosial masyarakat Jawa berkisar pa-
mungkin berjalan optimal tanpa melibat- ~da dua masalah pokok.
kan peran perangkat kelurahan. Bagai-  Pertama, pengembangan golongan me-
manapun, eksistensi dan keberlangsungan ~nengah yang tidak mau tinggal di wilayah
kampung wisata di seluruh Indonesia ber- pedalaman dan enggan menjadi bagian
kaitan dengan program-program yang di- ~ dari birokrasi pemerintah. Langkah ini di-
canangkan oleh kelurahan. Dalam rangka wujudkan dengan memupuk sekaligus
mewujudkan konsep state governing com- mengembangkan potensi sektor informal
munity, lurah sebagai pemimpin di suatu ~ di wilayah perkotaan dan tenaga-tenaga
kampung dituntut mampu memajukan ke- nonpertanian di wilayah pedalaman.
lurahan melalui kegiatan-kegiatan yang Kedua, revitalisasi kemampuan swadaya
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